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ABSTRACT

This study aims to examine the actual mechanisms of zakat fitrah distribution in Tripulya Village and to analyze the practice's conformity
with Islamic law and prevailing positive law in Indonesia. A descriptive qualitative method with a normative-empirical legal approach was
employed. Primary data were gathered throngh field observations and in-depth interviews with informants selected via purposive sampling—
including the village midwife, religions leaders, official zakat administrators, village officials, and community members acting as gakat payers.

Secondary data were obtained through literature reviews, documentary research, and an analysis of relevant legislation. Data analysis utilized
the Miles and Huberman interactive model, comprising three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/ verification. The
study yielded two key findings: First, the mechanism of distributing zakat fitrab to the village midwife in Trimulya is driven by strong emotional
ties rooted in local tradition and a community sense of indebtedness; zakat is handed directly to the midwife's residence, after which she
redistributes it to her own internal family network. Second, from the perspective of Islamic law, this practice is categorized as an invalid normative
deviation. The village midwife is financially capable; thus, she is legally probibited from receiving zakat and falls ontside the eight categories of
gakat recipients—a classification that is absolute and defined in Surah At-Tanbah, verse 60. Becanse the requirement regarding the correct
recipient was not met, the status of the zakat assets shifted to that of a hibab, meaning the muzaki have not yet fulfilled their Sharia obligation
to pay gakat fitrah.
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PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki
peran ganda, sebagai bentuk ibadah individu kepada Allah dan sebagai mekanisme distribusi kekayaan
untuk menciptakan keadilan sosial. Salah satu bentuk zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim
pada bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah memiliki fungsi spiritual dan socia/ sebagai
pensuci jiwa dan sebagai alat bantu untuk meringankan beban fakir miskin dalam menyambut hari
raya Idul Fitri (Hidayat, Handayani, and Adzkiya, 2021).

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk makanan pokok, atau dalam konteks figh kontemporer,
juga dibolehkan dalam bentuk uang yang setara. Menurut QS. At-Taubah Ayat 60: o

O A 8 U 5 ) e (35 o ol 5 B (85 g 3l8 21505 ggle: Gl 5 il o1l il 120
ASA ile A5

Artinya: “Sesunggubnya zakat itn hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil Zakat, orang-
orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sabaya, untuk (membebaskan)
orang-orang yang berntang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang
memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maba Mengetahui lagi Mahabijaksana”

(Kemenag RI. 2019).

Ayat tersebut me nje laskan bahwa ada delapan golongan (asnaf) yang be rhak me ne rima zakat,
termasuk di dalamnya adalah amil zakat, yaitu orang atau le mbaga yang dibe ri wewe nang se cara
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resmi untuk mengelola dan me ndistribusikan zakat. Posisi amil zakat ini sangat strate gis kare na
me re ka adalah pe rantara yang me njamin zakat sampai ke tangan yang be rhak.

Dalam praktiknya, negara Indonesia sebagao negara dengan mayoritas pe nduduk Muslim
telah menetapkan kebijakan formal te rkait pe ngelolaan zakat. Melalui Undang-Undang No. 23
Tahun 2011 te ntang Pe ngelolaan Zakat, ne gara me ngatur bahwa pengumpulan dan penyaluran
zakat hanya bole h dilaku kan ole h Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Le mbaga Amil Zakat
(LAZ) yang me ndapat le galitas dan izin dari Ke mente rian Agama. hal tersebut be rtujuan untuk
mewujudkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, dan transparansi, yakni dengan me mbe rikan
ke pastian hukum se rta me nghapus ke raguan di kalangan Masyarakat (Hakim, 2015).

Namun, dalam realitas sosial di masyarakat pedesaan, muncul berbagai bentuk praktik
pe ngelolaan zakat yang me nyimpang dari ke te ntuan normatif. Salah satu fenome na me narik yang
terjadi di Desa Trimulya, Ke camatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah
ke biasaan masyarakat me mbayarkan zakat fitrah ke pada bidan kampu ng. Bidan kampu ng dalam hal
ini tidak hanya berperan sebagao tenaga kesehatan, tetapi juga dipercaya sebagao perantara
penyalu ran zakat fitrah.

Be rdasarkan obse rvasi awal dan pe ngakuan warga se te mpat, pe nye rahan zakat fitrah ke pada
bidan kampu ng didasari ole h be be rapa hal, se pe rti ke pe rcayaan masyarakat te rhadap bidan sebagao
sosok yang jujur dan dekat dengan warga, serta adanya tradisi local (#7f) yang me njadikan bidan
sebagao simbol rasa te rima kasih, khu susnya pasca me mbantu prose s pe rsalinan. Dalam praktiknya,
se bagian warga bahkan me nye rahkan zakat fitrah anak-anak mereka selama tiga tahun berturut-
turut ke pada bidan kampu ng sebagao be ntuk balas jasa.

Fenomena ini sebe narnya bukan kasus tunggal. Penelitian terdahulu oleh Nor Rahimah di
Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, juga menemukan
praktik serupa (Rahimah, 2021). Warga me nye rahkan zakat fitrah ke pada bidan kampung karena
alasan ke biasaan, rasa syukur, dan ke te rikatan e mosional. Namun se cara syariah, bidan kampung
tidak te rgolong dalam delapan asnaf yang be rhak me ne rima zakat, ke cuali me re ka te rmasuk fakir
miskin.

Masalah lain yang me ngemuka adalah re ndahnya lite rasi zakat di tingkat desa. Tidak semua
masyarakat me mahami bahwa zakat fitrah harus dise rahkan melalui amil zakat yang sah. Banyak
warga yang me nganggap bahwa siapa pun yang dipe rcaya dan “be rniat baik” boleh me ne rima dan
me nyalurkan zakat. Kurangnya e dukasi syariah dan pe ngawasan dari le mbaga zakat resmi turut
me mpe rparah kondisi ini.

Di Desa Trimulya, praktik pembayaran zakat fitrah menunjukkan inovasi unik dengan
me ngalihkan fungsi amil zakat ke pada bidan kampu ng. Bidan kampu ng, yang umumnya be rpe ran
dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa, kini turut terlibat dalam proses
pengumpulan zakat fitrah. Hal ini dilakukan sebagao upaya untuk mempermudah akses
masyarakat desa dalam me mbayar zakat, mengingat bidan kampung memiliki ke dekatan sosial,
ke pe rcayaan tinggi dari warga dan sebagao bentuk ungkapan terima kasih atas jasa yang te lah mereka
berikan (Setiawan, Marluwi, and Fadhil, 2023). Namun, pengalihan fungsi ini menimbulkan
pertanyaan tentang kesesualannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam terutama terkait syarat-
syarat amil zakat.

Dengan latar belakang di atas maka peneliti te rtarik untuk meneliti dengan focus penelitian
be rjudul “Praktik Pe ngalihan Fungsi Amil Zakat Fitrah di De sa Trimulya Ditinjau dari Pe rspe ktif
Hukum Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini me nggu nakan me tode pe nelitian ku alitatif de skriptif u ntu k me ndapatkan data
yang relevan dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap “Pengalihan Fungsi Amil Zakat
Kepada Bidan Kampung Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Desa Trimulya”. Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam situasi yang
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dinamis, se pe rti melakukan wawancara dan obse rvasi langsung te rhadap objek penelitian, untuk
me me cahkan masalah yang komple ks.

Jenis skripsi yang pe nulis teliti ini me nggu nakan je nis pe nelitian kualitatif. Be rdasarkan isu -
isu yang muncul selama pra-obse rvasi dan wawancara, pe neliti me nggu nakan me tode pene litian
kualitatif karena mereka percaya bahwa ini akan menghasilkan data yang lebih relevan dan
be rmakna dengan masalah yang dihadapi, yang me ngarah ke temuan pe nelitian se cara le bih dalam
dan lebih dapat diandalkan. Dengan mengungkap fenomena dari wawancara dan fenomena di
lapangan yang dapat dideskripsikan secara naratif, peneliti di sini berharap dapat Me nge tahui
sebe rapa jauh Pe mbayaran Zakat Fitrah yang sah Di De sa Trimulya dite rapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data
sekunder. Data prime r adalah je nis data yang dapat langsu ng diku mpulkan ole h pe neliti dari subje k
dan informan yang me miliki pe nge tahuan langsu ng te ntangmasalah yang se dang dise lidiki. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan observasi dan wawancara langsung sebagao sumber data
utama. Penulis menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan penelitian yang di cari.
Sementara itu, data se kunde r adalah sumbe r data yang me mbe rikan informasi ke pada pe ngumpul
data secara tidak langsung, seperti melalui individu atau dokumen lain. Informasi yang
dikumpulkan oleh peneliti ini hanya berfungsi sebagao bahan tambahan data primer. Sumber
informasi ini dapat dite mukan dari be rbagai sumbe r dokume ntasi yang me ndukung pe nelitian,
sepe rti buku-buku re fe re nsi, ju rnal ilmiah, doku me n re smi te rkait pe nge lolaan zakat, pe ratu ran
pe rundang-u ndangan, arsip, laporan, dan kajian ke pu stakaan lainnya. Data se kunde r ini be rfu ngsi
untuk memberikan landasan teori serta mendukung keabsahan dan analisis data primer yang
dipe role h dari lapangan dan yang be rkaitan dengan masalah pe nelitian (Fiantika et al., 2022).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan
informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pe mbahasan dan analisis, adalah obse rvasi, wawancara,
dokume ntasi, dan studi pustaka. Analisis data dimulai dengan me ne mu kan dan me me riksa catatan
yang digunakan untuk memperoleh data, dilkuti dengan mengatur data ke dalam unit-unit,
me milih yang paling signifikan dan vital be rdasarkan pelajaran yang dipe roleh, dan diakhiri dengan
me nghasilkan laporan dan ke simpulan.

PEMBAHASAN
A. Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Trimulya

Praktik pe nyaluran zakat fitrah di De sa Trimulya me nunjukkan pola yang tidak se pe nu hnya
dilakukan melalui amil resmi yang ditunjuk oleh negara atau masjid, melainkan melalui figur
pe rsonal, yaitu bidan kampung. Me kanisme ini te rjadi se cara spontan atas dasar ke pe rcayaan (77 57)
yang tinggi dari masyarakat se te mpat (Ningsih and Sasmita, 2025). Be rdasarkan te muan di lapangan,
pe nye rahan zakat dilaku kan langsung di ke diaman bidan sebagao be ntuk apre siasi atas jasa me dis
yang pe rnah dibe rikan.

Fenomena ini me ngindikasikan bahwa masyarakat Desa Trimulya masih me mpraktikkan
model penyaluran zakat secara langsung (direct distribution) yang tidak terorganisir secara
administratif. Kondisi tersebut pada akhirnya menutup ruang bagi transparansi dan aku ntabilitas
pe ngelolaan zakat sebagaomana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Jika ditinjau lebih mendalam, praktik penyaluran ini sangat dipengaruhi oleh ikatan
emosional timbal balik yang menyatu dengan Teori U7/ Be rdasarkan hasil wawancara, informan
Bapak Robi dan Bapak Mul secara konsisten menyatakan bahwa pembe rian zakat ke pada bidan
didasari oleh perasaan hutang budi dan anggapan bahwa akan le bih be rdosa jika melupakan jasa
sang bidan. Temuan ini mencerminkan adanya dominasi Teori Urf (adat kebiasaan) yang
ke dudukannya masih be rada di atas hukum formal dalam ke sadaran hukum masyarakat de sa.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Moh Taufik Hidayat (2021) yang
me ne gaskan bahwa dalam konteks masyarakat pe desaan, tradisi se ring kali me miliki daya paksa
yang lebih kuat dibandingkan ketaatan terhadap aturan aswaf secara normatif. Namun, dalam
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tinjauan hukum Islam, adat yang bertentangan secara diametral dengan dalil syariat seperti
me ndistribu sikan zakat ke pada pihak yang tidak be rhak dikate gorikan sebagao U 7f Fasid (adat yang
rusak). Secara epistemologis, #7f fasid merupakan tradisi yang dipandang buruk dan tidak dapat
dijadikan landasan hu kum kare na be rte ntangan dengan prinsip-prinsip syara’ yang be rsifat mu tlak.

Besarnya ke percayaan warga ke pada Ibu Darmi me mbuktikan bahwa pengaruh moralitas
lokal jau h le bih me ngakar di masyarakat daripada otoritas le mbaga amil re smi. Dalam tatanan sosial
Desa Trimulya, otoritas informal yang berakar pada kedekatan e mosional dan asas timbal balik
terbukti mampu melampaui wewenang lembaga formal dalam distribusi zakat. Kondisi ini
me nye babkan aturan hukum positif dan hukum Islam ke hilangan e fe ktivitasnya di tingkat lokal,
kare na masyarakat le bih me milih untuk patuh pada sistem nilai tradisional yang telah me ndarah
daging daripada me ngiku ti re gulasi tata ke lola zakat yang be rsifat administrative.

Secara teoritis, zakat fitrah merupakan ibadah yang bertujuan untuk mensucikan jiwa
pembe 11 (tu zakki) dan me njadi instrumen pe nolong bagi fakir miskin (Avrilibel et al., 2025). Namun,
fakta di lapangan me nunjukkan adanya pe rge se ran motivasi yang signifikan di kalangan mu zakki di
Desa Trimulya. Sebagaomana diungkapkan oleh Bapak Robi dan Bapak Mul, penyaluran zakat
kepada bidan kampung lebih didorong oleh ikatan emosional berupa hutang budi atas jasa
persalinan yang pernah diterima. Hal ini mengakibatkan esensi zakat yang seharusnya be rsifat
ke maslahatan umat yakni murni untuk ke pentingan sosial dan pemenuhan hak asnaf bergeser
menjadi bersifat transaksional-sosial atau sekadar media penyampai ucapan terima kasih.
Akibatnya, status zakat tersebut dalam tinjauan hukum Islam terancam ke dudukannya me njadi
se kadar hadiah biasa (b7bah), me ngingat tidak te rpe nu hinya krite ria asnafyang sah dalam me kanisme
pe nyalu rannya.

Analisis le bih me ndalam me nge nai krite ria 7u stahik dalam pe rspe ktif syariat me rujuk se cara te gas

pada Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60: )

O A 8 LA G5 o B (85 e a5 B30 (b5 24238 3Tl Ll Gl il 5 T st )

ASA aile A5

Artinya: "Sesunggubnya zakat itn hanyalah untn k orang-orang fakir, orang-orang miskin, pe ngu ru s-pe ngu ru s

gakat, para niu alaf yang dibujuk hatinya, nntuk (memerde kakan) budak, orang-orang yang be ru tang,

untuk jalan Allah dan nntuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagao suatu ke tetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Me nge tahn i lagi Maha Bijaksana."

Se cara e piste mologis, tindakan Ibu Darmi yang me ne rima zakat atas dasar me nghargai niat
warga meskipun beliau secara finansial mampu dan merupakan subjek wajib zakat (mx zakki)
merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan nash tersebut. Surah At-Taubah ayat 60
me ngandung fungsi bashr (pe mbatasan) yang me ne gaskan bahwa distribusi zakat hanya sah jika
ditujukan ke pada de lapan golongan (asnaf), se hingga individu dengan ke mampuan e konomi mapan
se cara otomatis gu gur haknya sebagao pe ne rima.

Peneliti menemukan adanya fenomena redefinisi asnaf secara se pihak oleh muzakki, di
mana kriteria ke miskinan digantikan oleh kriteria jasa. Hal ini senada dengan penelitian Rizqa
Ananda dan Muhammad Haris (2024) yang me nye bu tkan bahwa faktor jasa me dis atau pe rsalinan
sering kali me ngaburkan batasan fundamental antara zakat dan hadiah (Ananda dan Haris, 2024).
Kare na targe t pe ne rimanya se cara syariat adalah salah (ghairu masyru7), maka se cara fikih pe mbe rian
tersebut berubah status hukumnya menjadi hibah atau sedekah sunnah. Implikasi hukum yang
paling krusial dari praktik ini adalah belum gugurnya ke wajiban zakat fitrah se cara syar'i bagi para
mu zakki di Desa Trimulya, kare na harta zakat tersebut be lum sampai ke pada tangan yang be rhak
me ne rima.

Praktik ini te rus be rtahan kare na adanya unsur pembiaran dari otoritas se te mpat, baik dari
pe rangkat desa maupun pengurus zakat resmi. Berdasarkan pengakuan Bapak Hartoyo selaku
Ke pala Dusun, dilema untuk menjaga ke harmonisan sosial me nye babkan aturan formal se pe rti
UU No. 23 Tahun 2011 ke hilangan ke kuatannya di tingkat lokal. Praktik pe nyaluran yang tidak
te rpu sat ini akhirnya me nciptakan ke timpangan distribu si yang nyata di De sa Trimu lya. Harta zakat
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justru menumpuk pada individu yang secara ekonomi sudah mampu seperti bidan kampung,
sementara hak-hak fakir miskin yang sebenarnya atau mustahik justru terabaikan karena data
me re ka tidak masuk dalam siste m pe ndataan amil re smi masjid.

Asumsi personal masyarakat yang me mandang bahwa me mbagikan zakat secara langsung

me mbe rikan ke puasan batin te rse ndiri, pada dasarnya be rsinggungan dengan diskursus klasik di
dalam metodologi fikih Islam. Menurut ulama Syafiiyah, me mberikan zakat langsung ke pada
mu stahik  dipandang memiliki sisi keutamaan karena memberikan keyakinan personal bagi
pembayar zakat. Namun, perspektif ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama lainnya, yang
ce nde ru ng me nilai bahwa me nye torkan zakat ke pada amil zakat (otoritas re smi) adalah pilihan yang
jauh le bih utama dan maslahat. Pe rde batan akade mis ini te re kam se cara ote ntik di dalam kitab .4/
Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i sebagao be riku t:
“Ulama Syafiiyah berbeda pendapat mengenai keutamaan antara me mberi langsung dan lewat
amil. Se bagian me ngatakan bahwa me mbe rikan sendiri lebih utama kare na dengan me mbe rikan
se ndiri ia bisa yakin, dan ragu jika le wat lainnya. Se bagian lagi me ngatakan bahwa me mbe rikan zakat
ke pada imam (amil) le bih utama. Hal ini kare na me mbe rikan pada imam adalah cukup dan sah
tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara memberikan sendiri masih
diperselisihkan keabsahannya. Selain itu, imam (petugas amil) lebih mengetahui kebutuhan
orang-orang miskin."

Analisis korelatif antara teks klasik di atas terhadap realitas empiris di Desa Trimulya
menunjukkan bahwa argumentasi mengenai keutamaan "menyalurkan secara mandiri" (direct
distribu tion) yang diakomodasi dalam Mazhab Syafiiyah ke hilangan relevansi teologisnya. Hal ini
dise babkan karena simplifikasi pe nyaluran mandiri oleh masyarakat setempat tidak be rorie ntasi
pada mu stahik riil, me lainkan dialihkan ke pada figur yang se cara finansial te rkate gori mampu (ghani).
Oleh karena itu, argumentasi kedua yang me ngunggulkan institusionalisasi zakat melalui amil
resmi se cara mu tlak me njadi acuan hukum (b#jjah) yang valid dan otoritatif.

Rekonstruksi pemikiran tersebut menegaskan bahwa lembaga amil formal me miliki
kapabilitas dan basis data yang jauh lebih akurat dalam mengidentifikasi krite ria mu stahik serta
meme takan peta kemiskinan secara komprehensif. Melalui standardisasi tata kelola amil, pola
pendistribusian dan alokasi logistik ke pada kaum dhuafa dapat diope rasikan secara siste matis,
proporsional, dan tepat sasaran. Implikasinya, ke maslahatan zakat fitrah dapat diabsorpsi se cara
merata oleh penerima yang sah sekaligus meminimalisasi potensi friksi sosial di masyarakat.
Manifestasi inilah yang menjadi inti penyelarasan nilai keadilan sosial-e konomi (a/-'adalah al-
iqtisadiyyah) sebagao substansi u tama dati doktrin wagasid al-syari'ah.

Dalam tatanan filosofis hukum ekonomi Islam, insttumen zakat tidak me mosisikan diri
secara terbatas sebagao rukun ritual keagamaan yang be rorie ntasi individual se mata. Lebih dari
itu, zakat me nge mban amanat dan fungsi fiskal strate gis sebagao instru me n makroe konomi untuk
me re distribu sikan ke kayaan (wealth re distribu tion) se cara inklusif dan be rke adilan di te ngah-te ngah
ke hidu pan masyarakat. Prinsip fundamental ini se cara te gas diorie ntasikan oleh syariat agar harta
ke kayaan tidak me ngalami stagnasi dan hanya be rsirkulasi di antara akumulasi kelompok orang-
orang kaya saja, sebagaomana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surah Al- -Hasyr ayat 7:

S G 15 (5 Y o8 il (5 oSl (il o odll o5 s 8 o AT AT et e TG
el s 07 & AT 1581571 438 Al 208 Ly 65048 0T a&0e Ty aa

Artinya: “Apa saja (harta yang dipe role b tanpa pe pe rangan) yang dianu ge rabkan Allah ke pada Rasu I-Nya dari
pendudnk beberapa negeri adalab untu k Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan

orang yang dalam pe tjalanan. (De mikian) agar harta itn tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya

Saja di antara kamn. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya baginm

tinggalkanlah. Beriakwalah kepada Allah. Se sunggn bnya Allab sangat ke ras bu ku man-Nya.”

Zakat pada dasarnya harus be rfu ngsi sebagao instrume n untuk me me ratakan ke kayaan di te ngah
masyarakat. Namun, pengakuan Bapak Hartoyo selaku Kepala Dusun mengenai adanya
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pembiaran praktik ini demi menjaga ke rukunan sosial menyebabkan prinsip keadilan e konomi
Islam menjadi tidak berjalan atau lumpuh. Dana zakat yang seharusnya dialokasikan untuk
me mbantu golongan dhuafa atau fakir miskin, justru menumpuk pada satu individu yang secara
e konomi sudah mampu, yaitu bidan kampung.

Kondisi ini me nce rminkan te muan Dedi Se tiawan (2023) dalam pe nelitiannya yang me nye bu tkan
bahwa rendahnya literasi atau pemahaman zakat di masyarakat membuat mereka lebih
me mprioritaskan perasaan balas jasa secara personal. Akibatnya, fungsi zakat sebagao jaring
pe ngaman sosial yang diamanatkan oleh agama dan ne gara me njadi te rabaikan, kare na harta zakat
tidak te rdistribusi se cara luas ke pada pihak-pihak yang be nar-be nar be rhak me ne rimanya.

Dapat disimpulkan bahwa pe nyaluran zakat fitrah di De sa Trimulya telah me ngalami de viasi atau
penyimpangan dari fungsi aslinya. Hal ini terjadi karena kuatnya pengaruh tradisi lokal yang
me nde finisikan ulang peran amil dan mustahik berdasarkan hubungan emosional antarwarga.
Dominasi tradisi balas budi dan besarnya rasa pe rcaya masyarakat te rhadap sosok individu, yakni
bidan kampu ng, telah me ngalahkan ke patuhan te rhadap atu ran re smi, baik se cara agama maupun
ne gara. Kondisi ini me nye babkan zakat tidak lagi me njadi alat untuk me nolong fakir miskin se cara
luas, melainkan berubah menjadi sekadar sarana untuk menyampaikan rasa terima kasih secara
pribadi.

Me lihat fe nome na tersebut, pe neliti me nyarankan agar pihak pengurus zakat re smi (amil masjid)
se te mpat be rsama pe rangkat de sa se ge ra me ngambil langkah e dukasi yang le bih pe rsu asif ke pada
masyarakat. Pendekatan ini penting untuk meluruskan kembali pe mahaman warga me nge nai
batasan ibadah zakat dan pe mbe rian hadiah (hibah). Selain itu, le mbaga amil re smi dapat me rangku
figur bidan kampung tersebut untuk be ke rja sama sebagao mitra re smi pe ngu mpul zakat de sa.
Langkah ini krusial agar rasa hormat dan tradisi balas budi warga tetap dapat te rsalurkan secara
sosial, namun pengelolaan dan distribusinya te tap ke mbali berada di bawah koridor hukum yang
sah de mi me njamin hak-hak fakir miskin. Be rdasarkan ke nyataan tersebut, pe mbahasan se lanju tnya
akan menganalisis lebih dalam me ngenai faktor-faktor apa saja yang me nye babkan ke biasaan ini
te tap be rtahan dan sulit diubah di te ngah masyarakat De sa Trimulya.

B. Kesesuaian Praktik Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Trimulya dalam Perspektif Hukum
Islam

Be rdasarkan pemaparan data lapangan yang telah disajikan se cara komprehe nsif pada bab
se belumnya, pe mbahasan ini selanju tnya diorie ntasikan untuk menganalisis se cara kritis, radikal,
dan mendalam mengenai keabsahan yuridis-teologis serta relevansi praktik tersebut dalam
perspektif hukum Islam. Proses analisis dilakukan melalui pende katan normatif-yuridis dengan
me ninjau secara ke tat prinsip dasar (as)) pe nsyariatan zakat, validitas krite ria pe ne rima (u stabik),
serta standardisasi tata kelola dan mekanisme pe ngalokasian harta zakat yang be rlaku se cara syar'i.

U paya teore tis ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana terdapat titik temu atau
ke selarasan (akomodasi huknm) atau justru terjadi ke se njangan yang kontradiktit (deviasi hu ku m)
antara tradisi lokal ("#7}) yang be rke mbang di De sa Trimulya dengan ke te ntuan hukum Islam yang
be rsifat mu tlak, unive rsal, dan mapan (Zax gifi). Be rdasarkan pende katan tersebut, validitas praktik
penyaluran zakat di lapangan akan diuji menggunakan tolok ukur is#znbat hukum Islam demi
me nghasilkan ke simpulan hukum yang obje ktif dan te ore tis.

Dalam struktur metodologi hukum Islam, penentuan kriteria penerima zakat (mu stabik)
dikate gorikan se cara absolut sebagao bentuk ibadah yang me miliki karakte ristik #'abbndi (ritual-
mu rni) dan fau qifi (te thaku). Karakte ristik ini me ne gaskan bahwa seluruh dime nsi tata cara, syarat,
rukun, hingga penentuan personalitas penerimanya telah dite tapkan secara de finitif, rinci, dan
e ksplisit ole h wahyu (nash al-Qur'an dan as-Sunnab), se hingga tidak me mbe rikan ruang se dikit pun
bagi adanya ijtthad manusiawi atau diskresi sosial untuk mengubah, menambah, ataupun
me re duksinya. Landasan konstitu sional syariat yang me njadi hukum kanonik dalam diskursus ini
be rpijak se cara kokoh pada Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60:
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Artinya: “Sesungonhnya zakat-zakat itu, hanyalah nntuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengu i s-
pengurus zakat, para mu'allaf yang dibuju k hatinya, untu k (memerde kakan) bu dak, orang-orang yang
berhutang, nntnk jalan Allah dan untuk mereka ynang sedang dalam perjalanan, sebagao suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maba Mengetahui lagi Maba Bijaksana” (Surat At-

Taubah Ayat 60).

Jika dibe dah me nggu nakan pe nde katan kaidah ke bahasaan ushul fikih (gawa'id al-ln ghawiyyah),
struktur ayat di atas me muat unsur-undang yang sangat te gas. Pe nggunaan lafadz Innama (\-A-") di
awal ayat se cara aksiomatis be rfungsi sebagao perangkat pe mbatas yang mu tlak (Adar al-Hasr). Di
dalam kaidah ushul fikih, e ksiste nsi adat al-hasr me mbe rikan faidah #tsbat al-hu kmi li al-mazkir wa
napyihi ‘an mad ‘adabn, yang berarti me ne tapkan hukum secara de finitif ke pada yang se butkan di
dalam ayat (delapan golongan) se kaligus me ne gasikan atau me nggu gu rkan hak hukum bagi pihak
manapun di luar delapan golongan tersebut. Ke hadiran hurut Lam (Lam al-Istibgag) pada kata /-
fugara’ se makin me mpe rkuat makna ke pemilikan eksklusif, di mana harta zakat se cara hukum
statusnya adalah hak milik sah ke dhuafaan yang diproteksi oleh syariat. Ke te ntuan normatif yang
kaku ini diperte gas ke mbali secara yuridis-te ologis oleh Rasulullah SAW melalui sabda beliau
vang me njadi badis mu kbashshis. "Tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang
masib ku at be ke rja (me miliki pe nghasilan).”" (HR. Abu Dawud No. 1633).

Apabila teori penalaran hukum (lega/ reasoning) di atas dihadapkan dengan data empiris
me nge nai praktik pe nyalu ran zakat fitrah di De sa Trimu lya yang dituju kan ke pada bidan kampung
(Ibu Darmi), maka ditemukan adanya kesenjangan fundamental yang bertentangan secara
diame tral dengan ke tentuan zash mutlak. Ibu Darmi, yang se cara sosiologis me nge mban profe si
sebagao tenaga medis desa dengan tingkat ke mandirian fiskal yang mapan, se cara kate goris tidak
memenuhi kualifikasi yuridis sebagao entitas fakir maupun miskin. Berdasarkan konstruksi
hukum hadis nabawi di atas, status kedudukan Ibu Darmi adalah seorang yang be rke cuku pan
(ghani), sehingga secara hukum Islam yang bersangkutan diklasifikasikan sebagao subjek yang
te rlarang dan te rhalang untuk me ne rima aliran dana zakat (wani' ad-daf’i).

Analisis ini diperkuat oleh penelitian Rizqa Ananda dan Muhammad Haris (2024) yang
me nyimpulkan bahwa variabel jasa pe rtolongan atau balas bu di sosial tidak dapat dijadikan landasan
hukum (%/af) untuk me masukkan sese orang ke dalam daftar asnaf. Se cara normatif, implikasi dari
tindakan membe rikan zakat ke pada individu yang mapan secara finansial tanpa disertai alasan
alokasi asnaf yang valid me ngakibatkan rukun fasharru f (distribusi hilir) harta zakat tidak te rpe nu hi
se cara sah. Konse kuensi yuridis yang paling kru sial dalam domain fikih adalah ke wajiban te ologis
zakat fitrah bagi para mu zakki (Bapak Robi, Bapak Mul, dkk) di De sa Trimulya dinilai belum gugur
secara syar'.

Se cara otomatis, akad tersebut me ngalami de gradasi dan pe rge se ran status hukum (konvers:
akad) dari yang se mula be rnilai Zakat (wajib-me ngikat) be rubah statu snya me njadi se kadar Hibah
atau hadiah komunal biasa. Akibatnya, para zu gakki tersebut se cara hu kum masih me miliki hu tang
spiritual (ke wajiban zakat) yang wajib ditu naikan ke mbali dan disalu rkan ke pada le mbaga amil re smi
demi te rpe nu hinya hak-hak fakir miskin yang se sungguhnya di De sa Trimulya.

KESIMPULAN

Be rdasarkan hasil pe nelitian dan pembahasan me nge nai Analisis Praktik Pe nyaluran Zakat
Fitrah di Desa Trimulya Ditinjau dari Pe rspektif Hukum Islam, kesimpulan dari penelitian ini
sebagai be riku t:

1. Praktik penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Trimulya secara empiris
me nunjukkan adanya gejala disfungsi kele mbagaan se rta de viasi yang signifikan te rhadap asas
tata kelola zakat yang amanah, akuntabel, dan transparan (good zakat governance). Alur sirkulasi
dana publik tersebut me ngalami pe rge se ran stru ktu ral, di mana otoritas yang se harusnya be rada
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di bawah ke ndali le mbaga amil re smi se pe rti U nit Pe ngumpul Zakat (UPZ) atau takmir masjid
telah beralih ke jalur personal-informal melalui penye rahan langsung oleh para mu zakki ke
ke diaman Ibu Darmi selaku bidan kampung. Pe ngalihan fungsi pe ngelolaan zakat ini didorong
secara masif oleh kuatnya he gemoni tradisi lokal, loyalitas sosial, serta sentimen utang budi
psikologis masyarakat pe de saan atas jasa me dis pe rtolongan pe rsalinan di masa lalu.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam, praktik pengalihan fungsi amil dan penyaluran zakat
fitrah ke pada bidan kampung di Desa Trimulya dikate gorikan sebagai be ntuk pe nyimpangan
normatif yang tidak sah (bathil), yang dijabarkan ke dalam dua poin utama be rikut:

a. Ke tidakabsahan Statu's Pe ne rima dan Ke gagalan Distribusi Asnaf Syar'i

Penentuan delapan golongan penerima zakat (wustabik) bersifat mutlak (fau qifi)
be rdasarkan fungsi pe mbatasan (Adat al-Hasr) pada QS. At-Tau bah ayat 60. Bidan kampu ng
(Ibu Darmi) secara finansial te rgolong mampu (ghani), se hingga se cara hukum terlarang
menerima zakat. Variabel jasa medis persalinan atau utang budi tidak dapat dijadikan
landasan hukum (7/af) untuk mengubah batasan asnaf. Tindakan bidan yang ke mudian
me ndistribu sikan ke mbali zakat tersebut ke pada sistem ke ke rabatan keluarganya se ndiri
dinilai me nce derai ke sucian ibadah, melanggar Pasal 38 UU No. 23 Tahun 2011 te ntang
Pe nge lolaan Zakat, se rta me rusak tatanan jaring pe ngaman sosial e konomi Islam.

b. Ke tidakbe rlakuan Le gitimasi U7fdan Konseku e nsi Transisi Hukum Menjadi Hzbah

Me skipu n masyarakat be rsandarkan pada tradisi lokal balas budi (#7}) , kaidah ushul fikih
secara te gas me ne tapkan bahwa adat yang be rte ntangan se cara diame tral dengan dalil 7ash
Al-Qut'an dan Hadis yang be rsifat gazh’i (pasti) harus dike sampingkan (l ibrata bil adati al-
mu aridbati lin-nash). Ole h kare na itu, praktik di Desa Trimulya ini diklasifikasikan sebagao
Utf Fasid (adat yang rusak). Akibat tidak terpenuhinya rukun ke tepatan sasaran, status
harta zakat tersebut otomatis mengalami transisi menjadi Hibah atau hadiah biasa.
Konsekuensi yuridis-te ologis yang paling mendasar adalah belum gugurnya kewajiban
syat'i pe nunaian zakat fitrah bagi para mu zakki, se hingga ke wajiban tersebut te tap mele kat
sebagao utang agama (dzimmah) yang wajib ditu naikan ke mbali hingga be nar-be nar sampai
ke tangan yang be rhak.

SARAN

Be rdasarkan ke simpulan tersebut, berikut beberapa saran yang dire kome ndasikan sebagao
bahan pe rtimbangan untuk pe rbaikan di masa me ndatang:
1. Bagi Masyarakat (Mu zakki)

He ndaknya masyarakat mulai me misahkan antara ke wajiban ibadah zakat dengan e tika sosial
balas budi. Ucapan terima kasih ke pada bidan kampung sebaiknya disalurkan dalam bentuk
hadiah, hibah, atau se de kah sunnah, se me ntara zakat fitrah wajib dise rahkan ke pada amil re smi
agar te pat sasaran ke pada fakir miskin.

2. Bagi Pengurus Zakat Re smi (Amil Masjid/U PZ)

Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi keagamaan yang lebih persuasif dan intensif
me nge nai krite ria asnaf dan bahaya salah sasaran zakat. Amil re smi disarankan me rangkul bidan
kampu ng sebagao mitra atau bagian dari U nit Pe ngu mpul Zakat (U PZ) re smi agar ke pe rcayaan
masyarakat yang tinggi te rhadap figur tersebut dapat te rakomodasi se cara le gal dan transparan.

3. Bagi Peme rintah Desa

Perangkat desa diharapkan tidak lagi bersikap apatis demi keharmonisan sosial se mata.
Pe me rintah desa harus me mfasilitasi pe ne rtiban administrasi pe nge lolaan zakat se suai dengan
regulasi negara, guna me mastikan hak-hak kaum dhuafa di Desa Trimulya terlindungi dan
distribu si ke kayaan me njadi le bih me rata.

4. Bagi Peneliti Selanju tnya

Peneliti berikutnya diharapkan dapat me nge mbangkan penelitian le bih lanjut me nge nai

strate gi pe ningkatan lite rasi zakat di wilayah transmigrasi yang me miliki ke te rikatan adat yang
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kuat. Selain itu, studi mendatang ju ga dapat me ngkaji model inte grasi antara ke arifan lokal dan
hukum positif dalam tata kelola dana ZISWAF (Zakat, Infak, Se de kah, dan Wakaf).
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